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ABSTRAK 

Hallyu Wave atau yang biasa disebut Gelombang Korea merupakan istilah yang 

mengarah kepada penyebaran budaya pop Korea di berbagai negara. Adanya 

gelombang tersebut memicu banyak orang untuk mempelajari bahasa, 

kebudayaan, serta mengikuti berbagai artis di dunia hiburan Korea. Hal ini 

memunculkan gagasan permainan yang dinamakan roleplay atau bermain peran di 

media sosial. Permainan ini mulai diikuti dengan memerankan artis Korea yang 

banyak diminati oleh orang-orang. Seiring berjalannya waktu, roleplay mulai 

bermunculan akun-akun yang disalahgunakan untuk penyebaran konten 

pornografi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi, menegaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, 

memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor/ekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi. Permasalahan tersebut 

menyangkut masyarakat luas yang saat ini hidup berdampingan dengan internet 

dan media sosial, sehingga penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai roleplay 

dan kegunaannya yang disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian 

pustaka (library research) berlandaskan sumber data primer yaitu Undang-

Undang, buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah yang terkait dengan tema 

penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis 

normatif. 

Adapun hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa roleplay dengn tagar 

NSFW termasuk tindakan melawan hukum pidana, beberapa unsur tindak pidana 

yang dilanggar diantaranya terdapat dalam pasal 4-7 dan pasal 9 undang-undang 

pornografi, kemudian undang-undang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 

ayat (1) dalam hal mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat orang lain 

dapat mengakses perbuatan kesusilaan. 

Kata Kunci: Hukum Positif, UU ITE, Roleplayer, Pornografi. 
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ABSTRACT 

The Hallyu Wave or what is commonly called the Korean Wave is a term that 

refers to the spread of Korean pop culture in various countries. The existence of 

this wave has triggered many people to learn the language, culture, and follow 

various artists in the Korean entertainment world. This gave rise to the idea of a 

game called roleplay or role playing on social media. This game is played by 

playing yourself as a role of a Korean celebrity persona that is popular among 

fans. Over time, many roleplay accounts were misused to spread pornographic 

content. Article 4 paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 concerning 

Pornography, affirms that everyone is prohibited from producing, reproducing, 

distributing, broadcasting, importing/exporting, offering, trading, or providing 

pornography. This problem concerns the wider community who currently live side 

by side with the internet and social media, so it is important to study further about 

roleplay and its misuse for the spread of pornographic content. 

The type of research used by the author in this thesis is library research based on 

primary data sources, such as laws, books, journals, articles, and scientific works 

related to the research theme. This research is descriptive analytical with a 

normative juridical approach. 

As for the results of the study, the authors conclude that roleplay with the NSFW 

hashtag includes acts against criminal law, several elements of criminal acts that 

are violated include articles 4-7 and 9 of the pornography law, then the law on 

information and electronic transactions article 27 paragraph ( 1) in terms of 

transmitting, distributing and enabling other people to access decency. 

Keywords: Positive Law, ITE Law, Roleplayer, Pornography. 
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MOTTO 

Your world is precious, so precious just as you are right now. 

Even when laugh like an adult then cry like a child. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era Globalisasi seperti saat ini, kemajuan teknologi dan 

informasi berkembang sangat pesat beriringan juga dengan perkembangan 

manusia. Dengan kemampuan dan perkembangan manusia dalam berfikir, 

kini teknologi mulai dikembangkan sebagai sarana masyarakat untuk 

mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Komunikasi sendiri 

merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia yang 

merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Teknologi 

komunikasi juga memainkan peranan yang penting dalam membawa 

perubahan, salah satu perubahan komunikasi yang sangat luas dan dalam 

disebabkan oleh adanya internet, penggunaan internet sendiri telah 

mendominasi hampir seluruh kegiatan tidak hanya untuk mencari 

informasi, namun juga digunakan untuk media komunikasi oleh 

masyarakat, hal ini yang membawa manusia modern kedalam suatu proses 

komunikasi yang lebih berarti dibandingkan dengan media lainnya.1  

Setiap informasi yang dibutuhkan dapat dengan mudah diakses 

dengan internet melalui telepon seluler yang saat ini juga telah 

berkembang menjadi telepon cerdas (smartphone), mengingat bagaimana 

pentingnya peran internet dalam kehidupan sosial. Internet sendiri 

                                                             
1 Suzy Azeharie dan Octavia Kusuma, “Analisis penggunaan twitter sebagai media 

komunikasi selebritis di Jakarta,” Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara, Th. VI, (2014), 
hlm. 84. 
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merupakan bagian dari jaringan komunikasi yang berperan besar karena 

dapat membuat masyarakat dapat berhubungan tanpa harus bertatap muka 

secara langsung dan sangat diminati dikehidupan masyarakat dalam 

berbagai hal, salah satunya dalam bidang pendidikan dan hiburan yang 

saat ini sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk 

Indonesia yang sudah memiliki smartphone dan gadget lainnya. 

Indonesia sendiri menempati urutan ke-6 terbesar pengguna 

internet di seluruh dunia, tercatat pada tahun 2014 dengan jumlah 83,7 juta 

jiwa dengan pulau jawa menempati urutan pengguna terbanyak menurut 

data dari  Kementrian Komunikasi dan Informatika, dan pada tahun 2020 

sudah tercatat sebanyak 196,7 juta pengguna berdasarkan hasil survey dari 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang biasa disingkat 

APJII2. Salah satu cabang dari internet yang paling mendominasi di 

Indonesia adalah media sosial yang merupakan alat untuk bersosialisasi 

seperti membagikan kegiatan yang ingin dipublikasikan dan juga melihat 

informasi kegiatan yang dilakukan oleh pengguna lainnya. Beberapa 

aplikasi jejaring sosial atau media sosial diantaranya adalah Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Kakaotalk, dan juga Twitter yang dapat diakses 

dengan mudah baik melalui smartphone maupun dengan gadget yang lain. 

Diantara sekian banyak aplikasi media sosial, Twitter adalah salah 

satu aplikasi yang sering digunakan baik dikalangan remaja maupun 

                                                             
2 Fauziah Mursid, “Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 Juta”, 

https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta, 

(diakses tgl. 21 April 2021). 

https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta
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dewasa. Tidak hanya dijadikan sebagai media komunikasi dan mencari 

teman baru, Twitter juga digunakan sebagai media penyebaran berita serta 

sebagai ladang bisnis yang juga menguntungkan. Selain itu, saat ini 

Twitter cukup menarik minat masyarakat untuk meningkatkan eksistensi 

ataupun sekedar bermain. Beberapa fenomena menarik yang saat ini 

muncul diaplikasi ini adalah munculnya akun-akun komunitas seperti 

Fangirl (FG) dan juga Roleplayer (RP). 

Roleplayer ini adalah salah satu wadah para penggemar yang 

mengikuti kegiatan idolanya dan digunakkan untuk bermain peran baik 

menjadi aktor maupun idol yang mereka gemari, tidak hanya berlaku 

untuk para penggemar Korea saja yang akhir akhir ini sedang booming, 

beberapa orang yang bermain roleplayer dapat menggunakan wajah idola 

(yang selanjutnya akan peneliti sebut dengan faceclaim) dari negara 

lainnya bahkan juga dapat menggunakkan faceclaim dari tokoh kartun dan 

anime. Roleplayer merupakan salah satu cara bagi penggemar untuk 

membantu mempromosikan idolanya dan juga dapat digunakkan untuk 

memperluas pertemanan mereka. Orang-orang dapat berimprovisasi 

dengan kehendak mereka sendiri, mereka dapat membuat karakter sesuai 

dengan sifat mereka sendiri ataupun sifat dari idola yang ia gunakkan 

sebagai faceclaim, namun harus tetap menjaga nama baik dari idola yang 

bersangkutan. 

Dunia Roleplayer terdapat bermacam-macam jenis, salah satunya 

yang akan penulis bahas disini adalah akun dengan tagar NSFW (Not Save 
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For Work), yang dimaksud dari NSFW ini adalah larangan terhadap 

pengguna akun tersebut untuk membuka akun di tempat umum atau public 

dikarenakan terdapat beberapa konten dewasa dan tidak pantas untuk 

dilihat. Akun dengan tagar ini berisi konten yang mengacu pada aktivitas 

dewasa seperti pornografi, kekerasan, dan kata-kata vulgar, kategori 

tersebut tentunya dibatasi untuk umur diatas tujuh belas tahun. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

telah menjelaskan mengenai larangan penyebarluasan konten pornografi, 

yang berbunyi :3 

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau 

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c. masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. alat kelamin; atau 

f. pornografi anak.” 

Ketentuan ancaman pidana yang diatur didalam Pasal 29 yang 

berbunyi :4 

                                                             
3 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 

 4 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 
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“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 

menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling 

sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” 

Pada akun Roleplayer NSFW yang telah peneliti amati, pengguna 

akun tersebut kerap kali menyebarkan konten pornografi baik berupa video 

maupun tulisan dan foto. Para pengguna ini memanfaatkan permainan 

peran ini tidak hanya untuk mencari teman namun juga sebagai tempat 

pemuas hasrat mereka, biasanya mereka akan berbincang dengan kata-kata 

vulgar ataupun menulis cerita yang mengandung unsur pornografi seperti 

memperagakan kegiatam bersenggama. 

Beberapa akun bahkan memposting ulang video dan foto 

pornografi tanpa mengunci akunnya, yang sama saja dengan menyebarkan 

konten dengan bebas dan dapat diakses oleh siapapun hanya dengan 

mengetik nama pengguna di bagian pencarian. Banyaknya penggunaan 

akun Twitter yang disalahgunakan untuk menyebarkan konten pornografi 

di media sosial tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut scara terperinci dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi 
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dengan judul “Analisis Hukum Positif Terhadap Pengguna Akun 

Roleplayer Dalam Penyebaran Pornografi pada Platfrom Twitter”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan 

masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

ketentuan hukum jika akun roleplayer disalah gunakan untuk penyebaran 

pornografi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1) Tujuan Penulisan:  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

ketentuan hukum jika akun roleplayer disalah gunakan untuk 

penyebaran pornografi 

2) Kegunaan Penelitian: 

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri 

dari dua aspek, yaitu: 

a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu pemgetahuan khususnya di 

bidang ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi 

keilmuan yakni ilmu hukum pidana. 
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b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi 

para praktisi hukum dan pemerintah dalam menerapkan hukum 

perundang-undangan yang berlaku untuk untuk mengatasi 

penyebaran konten pornografi pada penggunaan media sosial, serta 

dapat menjadi alat untuk menambah wawasan terhadap mahasiswa 

dan masyarakat mengenai tingak pidana penyebaran pornografi di 

internet. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah proses umum yang dilalui sebelum melakukan 

penelitian berupa uraian sistematis untuk mendapatkan teori terdahulu dan 

kepustakaan terkait tugas yang akan dilakukan.5 Adapun beberapa literatur 

terkait dengan tema yang penulis angkat yaitu “Analisis Hukum Positif 

Terhadap Pengguna Akun Roleplayer Dalam Penyebaran Pornografi pada 

Platfrom Twitter”, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan 

secara langsung dan tidak langsung, diantaranya sebagai berikut   : 

 Pertama, skripsi yang ditulis oleh Gina Gilang Gantina mahasiswa 

Universitas Pasundan Bandung dengan judul “Fenomena Korean 

Roleplayer Di Media Sosial Twitter”.6 Kesimpulan dari Skripsi ini 

menjelaskan bahwa Korean roleplay memiliki motif dalam bermain 

permainan tersebut hanyalah sebagai pengisi waktu luang mereka dan 

menghilangkan setres di dunia nyata. Para pemain merasa menjadi lebih 

                                                             
5 Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31. 
6 Gina Gilang Gantina, ”Fenomena Korean Roleplayer Di Media Sosial Twitter”, Skripsi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung (2020). 
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terbuka akan masalah yang tengah dialami dengan menceritakan kepada 

orang terpercaya dan bisa menjalin ikatan melalui dunia virtual. Secara 

keseluruhan, para pemain roleplay memaknai roleplay sebagai permainan 

untuk menghilangkan setres dan sebagai hiburan disaat waktu luang. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Giska Aulia Sinaga, mahasiswa 

Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul "Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, 

Menyewakan Produk Pornografi (Studi Putusan 701/Pid.B/2018/PN 

Mdn)”.7 Dalam skripsi ini membahas mengenai pornografi dan pornoaksi 

di Indonesia yang dalam praktik penyelesaiannya belum sesuai seperti 

yang diharapkan, perkembangan pornografi tidak hanya terjadi terhadap 

kehidupan sosial di masyarakat tetapi juga penyebarannya yang sangat 

mudah dan luas di dunia maya ataupun media sosial merupakan suatu hal 

yang sering terjadi dan sudah hal wajar, bahkan tidak sedikit yang 

menjualnya dalam bentuk kepingan DVD. Hal ini sudah ada  dalam 

rumusan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 (UU ITE) diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang, 

Pasal 27 ayat (1) yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 

tindak pidana pornografi. Salah satu kasus dengan terdakwa yang 

memperjual belikan DVD porno tersebut dalam perkara no. No. 

701/Pid.B/2018/PN Mdn melalui putusan yang dijatuhkan, hakim tunggal 

                                                             
7 Giska Aulia Sinaga, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 

Memperdengarkan, Mempertontonkan, Menyewakan Produk Pornografi (Studi Putusan 

701/Pid.B/2018/PN Mdn)”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan (2020). 
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menuliskan rujukannya selain UU Pornografi dan KUHP, dan juga 

menyentuh pada UU ITE. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penyebaran 

Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)” yang ditulis oleh Muhamad Pahlevy Wisnu 

Wardana mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.8 Dalam 

skripsi ini membahas mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan 

oleh terdakwa masih berupa kemungkinan kesengajaan berdasarkan 

keterangan para saksi dan dihubungkan oleh keterangan terdakwa 

memperoleh fakta-fakta hukum. Terdakwa dinyatakan bersalah dan 

dijatuhi hukum pidana karena menyebarkan pornografi dalam Putusan 

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt. Dilihat dari kasus yang dibahas tersebut 

dalam fiqh jinayah masuk dalam kategori hukum pidana ta’zir. Para ulama 

memandang bahwa jinayah yang berkaitan dengan ta’zir hukumannya bisa 

hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda.  

Keempat, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana 

Pornografi Dalam Media Eletronik (Studi Kasus Putusan No. 

01/Pid.B/2015/PN.Mks)” yang ditulis oleh Dalle Ambotang mahasiswa 

Universitas Hasanuddin Makassar.9 Dalam skripsi ini menyimpulkan 

bahwa tindakan pornografi adalah salah satu tindak pidana yang sering 

                                                             
8 Muhamad Pahlevy Wisnu Wardana, “Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten 

Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)” Skripsi 

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020). 
9 Dalle Ambotang, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Eletronik 

(Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas 

Hasanuddin Makassar, (2016). 
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terjadi, terlebih karena penyebarannya di dunia maya sangat cepat dan juga 

mudah untuk di akses oleh siapa saja. Dalam kasus putusan Nomor 01/ 

Pid. B/ 2015/ PN. Makassar. Pelaku yang dinyatakan bersalah karena 

terbukti dengan sengaja mengunggah foto milik korban yang merupakan 

mantan pacarnya sendiri yang didalam fotonya memuat unsur yang berbau 

pornografi dan melanggar kesusilaan, sehingga penerapan hukum pidana 

yang ada dalam putusan akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut lagi 

menggunakan UU ITE dan juga UU Pornografi oleh penulis dalam 

skripsinya. 

E. Kerangka Teori 

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pidana 

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan 

hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah 

perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan 

hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain 

dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus 

menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga 

yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang 

dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian 

perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-

nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat 

serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam 
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lapangan hukum. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari 

perbuatan melawan hukum sebagai berikut:10 

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. 

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur 

kesengajaan maupun kelalaian). 

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum 

pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, 

kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaaan 

serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. 

Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, 

adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan 

adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 

F. Metode Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, perlu adanya metode sehingga 

penelitian tersebut lebih terstruktur dan sistematis. Metode penelitian 

adalah suatu cara yang nantinya akan digunakkan untuk memahami 

sebuah obyek yang menjadi sasaran penelitian agar dapat mencapai hasil 

                                                             
10 Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum 

Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1, (September 2020), hlm. 54. 
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seperti yang diharapkan.11 Metode penelitian yang akan digunakan oleh 

penyusun adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakkan dalam skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan 

dilakukan dengan cara mencari atau menganalisis data-data yang 

berasal dari sumber kepustakaan antara lain peraturan perundang-

undang, buku-buku, jurnal, artikel dan sumber kepustakaan lainnya. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-analitis. Penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh 

berupa data sekunder dan primer melalui pengumpulan untuk 

selanjutnya akan dianalisis hasilnya hingga menemukan kesimpulan. 

Dalam hal ini penulis akan menggunakan ketentuan hukum terkait 

penyebaran pornografi oleh para pengguna akun roleplayer di media 

sosial. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif, artinya penggunaan pendekatan yuridis-normatif dilakukan 

karena dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data-data dengan 

cara mengumpulkan berupa ketentuan-ketentuan hukum apakah sudah 

sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku atau belum. 

                                                             
11 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 36. 



13 
 

4. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan dasar pokok yang bersifat 

mengikat dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait 

yang berlaku, yaitu : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat 

menjelaskan bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum 

yang bukan dokumen resmi berupa buku-buku, penelitian ilmiah, 

jurnal-jurnal hukum, artikel, serta kamus hukum.12  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

berupa kamus, ensiklopedia, dan majalah yang memiliki relevansi 

dengan topik penelitian.13 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Studi Kepustakaan 

                                                             
12 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV. Alfabeta, 

2012), hlm. 67-69. 
13 Ibid., hlm. 69. 
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Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data melalui dokumen-

dokumen baik itu dokumen tertulis maupun elektronik untuk 

menganalisis hasil data yang diperoleh dari kuesioner. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian data 

yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta 

juga tingkah laku yang nyata, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh.14 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara mudah dan jelas, maka penulis 

menggunakan sistematika penulisan yang dibagi kedalam beberapa bab 

sesuai dengan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

yang menjelaskan gambaran umum penelitian. 

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai tinjauan teori 

serta dunia roleplayer di internet. 

Bab ketiga berisi uraian terkait pengaturan tindak pidana 

pornografi yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. 

                                                             
14 Ibid., hlm. 192. 
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Bab keempat berisi uraian analisis terkait penggunaan roleplayer 

dan penyebaran pornografi dalam UU ITE dan UU Pornografi 

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan  

saran yang merupakan jawaban penelitian dari penelitian yang penulis 

lakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan pernyataan yang diambil secara ringkas 

dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Dengan kata lain 

kesimpulan adalah hasil dan jawaban dari suatu pokok masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian peraturan hukum positif penggunaan akun 

roleplayer dalam penyebaran pornografi pada Twitter, penulis 

menyimpulkan bahwa ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan akun 

roleplay sebagai tempat penyebaran pornografi bahwa dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Indonesia mengenai tindak kesusilaan yaitu 

pornografi, NSFW roleplay telah memenuhi unsur-unsur yang melanggar 

pasal 4-7 dan pasal 9 undang-undang pornografi, kemudian undang-

undang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat (1). Kedua 

undang-undang ini dibuat untuk menyempurnakan dan mengatur 

mengenai penyebaran pornografi di internet atau cybersex yang tidak bisa 

dijangkau oleh KUHP. Cybersex merupakan bentuk baru dari perzinahan 

atau berhubungan badan secara virtual tanpa menyentuh sehingga 

diperlukan adanya peraturan hukum yang jelas untuk mengantisipasi hal 

tersebut. 



78 
 

 

B. Saran 

Pada dasarnya pengaturan delik pidana cybersex oleh hukum 

positif Indonesia masih terpencar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan dan masih memiliki kekurangan. Maka dari itu, beberapa saran 

yang penulis sampaikan diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk para pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  

Pemerintah dapat merekonstruksi hukum positif dan mengeluarkan 

kebijakan antisipatif hukum pidana. Diperlukan adanya 

pencegahan,pembuatan, penyebaran, dan, penggunaan pornografi 

dengan melakukan tindakan secara lebih mendalam. Pemerintah dapat 

memutuskan jaringan pembuatan dan penyebarluasan konten ataupun 

jasa dengan pemblokiran melalui internet, pemerintah juga bisa 

bekerjasama dengan beberapa aplikasi yang terduga digunakan dalam 

penyebaran pornografi salah satunya adalah Twitter. Pemerintah juga 

bisa lebih memperhatikan kembali permainan-permainan baik itu 

dalam aplikasi khusus ataupun media sosial. Meskipun hukum pidana 

digunakan sebagai ultimatum terakhir apabila tidak dapat diatasi 

dengan penyelesaian hukum yang lain, perlu adanya penegasan dan 

tindakan lebih lanjut terhadap fenomena cybersex yang kedepannya 

akan berpengaruh buruk untuk masa depan dan keamanan masyarakat 

2. Untuk Masyarakat 
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Diperlukan adanya kesadaan dari diri masing-masing mengenai 

peraturan yang sudah tercantun didaam undang-undang untuk dipatuhi 

demi menciptakan adanya keamanan dan kenyamanan masyarakat 

luas. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih bijak lagi dalam 

penggunaan media sosial, terutama kepda orang tua yang harus lebih 

berhati-hati dalam mengontrol penggunaan media sosial pada anak. 
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